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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR

NOMOR : 425 (06 .DPMPTSP- VIN2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPADA YAYASAN AZHAR MEDINA BOGOR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR,

Menimbang a bahwa PAUD NON FORMAL SPS AZHAR MEDINA telah mengajukan

permohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal dengan nomor pendaftaran
20170711 KRS 15321 tanggal 11 Jul 2017,

b bahwa setelah diadakan penelitian administrasi dan sesuai sural Kepala Dinas
Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.10/2511-PAUD-Dikmas Tanggal 15 Mei 2017
penhal Rekomendasi |zin Operasional SPS, lerhadap permohonan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan,

¢ bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Peraturan Menter Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian
Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1279);

5 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6
Seri E);

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7
Seri D),

7. Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemernntah Kota Bogor
(Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 1 Sen E),

8. Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor. (Berita Daerah Kota Bogor Tahun
2017 Nomor 2 seri E);

9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan
Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah
Kota Bogor Tahun 2017 Nomeor 3 Seri E).
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